
 
 

  

 
 

 
 
 
 

WALI KOTA GUNUNGSITOLI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR  4  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA GUNUNGSITOLI, 

 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah, Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha; 
  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Kota 

Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin 
Gangguan, perlu dicabut; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin 
Gangguan; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
   2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
   3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4931); 

SALINAN 
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   4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931); 
   5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

   6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
   7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

   8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

   9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli; 

     
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI 
dan 

WALI KOTA GUNUNGSITOLI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

 
 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli 

Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Gunungsitoli Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  

NOMOR  4  TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  

NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 
 
 

I. UMUM 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah 
mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kota 
Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha. 

Terkait dengan Izin Gangguan tersebut, maka pungutan retribusi izin 
gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu dicabut. 
Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Izin Gangguan.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas. 
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